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ABSTRACT 

 

The problem in the use of land are inseparable from spatial planning, one in 

particular is the spatial controlling’s agenda that still remain to be optimized 

(Sutaryono 2016). Prabowo (2019) reported that from the ministry of agrarian 

affairs and spatial/BPN recorded 6621 cases of violation of spatial use occurred in 

2015-2018. however, one of the causes of the spatial planning violations is land use 

incompatibility with the spatial plan itself.  

The purpose of this research is to identify the suitability of land use based 

on plot towards the study about detailed spatial plan (RDTR) in sedayu district year 

of 2015-2035. The method that used for this case is descriptive qualitative with 

spatial approach through overlapping between the land use’s map based on plots 

with RDTR’s map which develop the maps of land based suitability towards RDTR. 

The results showed that the suitability of land use based on plots to RDTR 

in Argodadi was classified into 44,05% of permitted land use (I), 23,09% of 

permitted limited land use (T), and 13,77 % of conditionally permitted land use (B). 

The remaining 12.91% whose land use is not permitted (X) or is not in accordance 

with the RDTR. It means that with a percentage of 81.81%, the implementation of 

spatial use in Argodadi Village is in the category good quality and is in accordance 

with the spatial structure plan and pattern in the spatial plan. With the availability 

of thematic maps of land parcels in Land Offices, it is time for the preparation of 

RDTR and zoning regulations to be made based on land parcels, so that land use 

will be more certain and accurate. 

Hopefully, through this research/study writer can provide the information 

about the compatibility of existing land use with detailed spatial plan, as a study 

material in term of government decision making for a better spatial planning. 

Keyword: Land use, Spatial planning, The suitability of the detailed spatial plan, 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

       

A. Latar Belakang 

Kebutuhan atas ruang dan tanah setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Pembangunan serta pengembangan kota tidak dipungkiri juga sangat 

membutuhkan tanah, sementara kondisi tanah tidak bertambah. Seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan atas tanah, maka 

akan diikuti pula dengan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk 

menunjang segala aktivitas tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan semakin 

bermunculan program-program pembangunan yang kadang tidak sesuai dengan 

peraturan atau kebijakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.  

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa salah satu 

kegiatan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan 

pembaruan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Arba (2017, 14) 

menjelaskan bahwa rencana arah pembangunan di bidang penataan ruang pada 

masa jangka panjang tahun 2005-2025 digunakan sebagai acuan kebijakan 

spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar 

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam rangka 

mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber 

daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang; (b) kualitas rencana 

tata ruang; (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, 

pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.  

Definisi penataan ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana 

pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah 
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upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, 

perijinan, pemberian insentif, disintensif, serta pengenaan sanksi.  

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penataan ruang tersebut maka 

tentu sudah jelas bahwa tidak boleh ada izin pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun cara untuk menanggulangi sekaligus 

mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan ketidaknyamanan wilayah, 

maka pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapatkan prioritas (Sutaryono 

2016). Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir 

terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang 

yakni dengan melakukan evaluasi. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

nomor 26 tahun 2007, disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi dilakukan 

dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan 

penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh 

karenanya evaluasi perlu dilakukan untuk dapat mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

pemerintah daerah untuk dapat menjadikan daerah tersebut menjadi lebih 

terarah dan optimal. Evaluasi ini dapat dilakukan apabila Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada daerah 

tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

Peraturan Daerah (PERDA). Adapun jika RTRW atau RDTR pada suatu daerah 

belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah maka dapat dilakukan berupa 

kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).  

Peran informasi spasial atau keruangan bagi Kementerian ATR/BPN tidak 

dapat dipisahkan dengan segala aspek kebijakan pertanahan. Salah satu contoh 

informasi spasial tersebut dituangkan dalam bentuk peta tematik. Menurut Bos 

dalam Miswar (2012, 16), peta tematik adalah peta yang memuat tema-tema 

khusus untuk kepentingan tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu 

pengetahuan, perencanaan, pariwisata, peta kemampuan lahan, peta kesesuaian 

lahan, peta daerah rawan longsor, peta penggunaan tanah dan masih banyak 

yang lainnya. Aribowo (2019) menyebutkan bahwa peta tematik Kementerian 
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ATR/BPN RI yang cukup strategis diantaranya yakni peta penggunaan tanah, 

peta pemanfataan tanah, peta tematik zona nilai tanah, maupun peta yang 

digunakan untuk pengendalian pertanahan, penetapan dan pendayagunaan 

tanah terlantar untuk kepentingan reforma agraria, penataan wilayah 

perbatasan, pesisir dan wilayah tertentu maupun untuk tata ruang. Peta-peta 

tematik dari Kementerian ATR/BPN RI tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai hal, salah satunya untuk mengkaji kesesuaian penggunaan tanah.  

Kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW atau RDTR dengan 

berbasis bidang tanah merupakan salah satu pemanfaatan dari data pertanahan 

untuk tata ruang sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang. 

Permasalahan dalam pemanfaatan ruang tidak terlepas dari permasalahan 

penataan ruang, salah satunya yakni belum optimalnya agenda pengendalian 

pemanfaatan ruang (Sutaryono 2016). Prabowo (2019) melaporkan bahwa dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat ada 6.621 kasus 

pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018, dan jumlah 

tersebut berpotensi bertambah hingga akhir tahun 2019. Pelanggaran 

pemanfaatan ruang serta terabaikannya agenda pengendalian pemanfaatan 

ruang ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan kemungkinan ini dapat pula terjadi di Desa Argodadi. 

Desa Argodadi berada di wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan profil desa yang dirilis oleh pemerintah Desa Argodadi (Argodadi 

2014) dijelaskan bahwa sumberdaya alam yang ada dan cukup menonjol di 

kawasan Desa Argodadi adalah lahan Sultan Grond (SG) yang diperuntukkan 

sebagai hutan dengan tanaman keras (jati, mahoni, dan akasia), disamping 

sumberdaya alam berupa pasir, tambang batu, pemanfaatan lahan tegalan atau 

pekarangan, pertanian serta lahan yang diperuntukan untuk peternakan. 

Dengan potensi yang dimiliki Desa Argodadi ini, akan memungkinkan 

terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak dikendalikan pemanfaatan 

ruangnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yakni 

bahwa Desa Argodadi merupakan daerah pinggiran kota, dimana daerah 

pinggiran kota berperan penting dalam menopang kebutuhan kota, sehingga 
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rentan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang. Hal lain yang patut 

dikhawatirkan yakni adanya alih fungsi lahan pada daerah pertanian yang 

produktif menjadi lahan terbangun, dikarenakan lahan pertanian kering yang 

tidak teraliri oleh saluran irigasi dimana di Desa Argodadi banyak terdapat 

lahan pertanian.   

Produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul sendiri termuat 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 dimana dalam 

RTRW Kabupaten Bantul, Desa Argodadi masuk dalam Bagian Wilayah 

Perencanaan (BWP) kawasan peruntukan industri, yang kemudian tahun 2015 

pemerintah Kecamatan Sedayu menindaklanjuti pengaturan ini dengan 

menyusun buku materi teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

BWP Sedayu 2015-2035. 

Dari berbagai kemungkinan tersebut, maka peneliti mengambil tema 

penelitian dengan judul “Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang 

Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang Di Desa Argodadi, 

Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo 

merupakan kawasan strategis pinggiran kota yang berpotensi sebagai lokasi 

pengembangan kota serta mendesak pembangunan fasilitas dan prasarana untuk 

menopang kebutuhan kota. Salah satu wilayah yang berkemungkinan terkena 

dampak pengembangan kota adalah Desa Argodadi. Kondisi Desa Argodadi 

yang berada di pinggiran kota serta dilewati jalur nasional dan provinsi ini 

membuat Desa Argodadi berpotensi menjadi lokasi pengembangan kota yang 

jika tidak dikendalikan pemanfaatan ruangnya maka rentan terjadi 

penyimpangan pemanfaataan ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang dengan 

menggunakan peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah sebagai media 

dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pola penggunaan tanah berbasis bidang di Desa 

Argodadi. 

b. Mengetahui kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah di Desa 

Argodadi terhadap pola pemanfaatan ruang pada kajian Rencana Detail 

Tata Ruang Kecamatan Sedayu. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Memberikan kontribusi tentang informasi mengenai kesesuaian 

penggunaan tanah berbasis bidang tanah dengan pola pemanfaatan ruang 

pada kajian Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sedayu. 

b. Memberikan bahan masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi bagi 

Pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN khususnya, 

dalam pengkajian tata ruang serta dasar untuk pengambilan kebijakan 

pertanahan lainnya.   
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan tanah di Desa Argodadi lebih didominasi oleh penggunaan 

tanah sebagai perkampungan dan sawah yang tersebar merata di seluruh 

desa, kemudian yang paling kecil adalah penggunaan tanah untuk industri. 

Peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah memiliki informasi 

penggunaan tanah yang lebih spesifik sehingga sangat dibutuhkan dan perlu 

dibuat untuk membantu dalam berbagai pengambilan kebijakan berkaitan 

dengan tata ruang dan pertanahan yang bermanfaat baik bagi pemerintah 

maupun masyarakat. 

2. Kesesuaian antara penggunaan tanah berbasis bidang tanah terhadap RDTR 

terklasifikasi menjadi 44,05 % penggunaan tanah yang diizinkan (I), 

23,09% penggunaan tanah yang diizinkan terbatas (T), serta 13,77 % 

penggunaan tanah diizinkan bersyarat (B). Sisanya terdapat 12,91% yang 

penggunaan tanahnya tidak diizinkan (X) atau tidak sesuai dengan RDTR. 

Sehingga yang artinya dengan persentase 81,81% maka pelaksanaan 

pemanfaatan ruang di Desa Argodadi termasuk kategori berkualitas dan 

sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam rencana tata 

ruang. Penggunaan tanah yang tidak sesuai ini sebagian besar masih 

memungkinkan untuk diubah menjadi bentuk penggunaan tanah lain. 

Seperti penggunaan tanah untuk sawah yang dalam RDTR terletak pada 

arahan untuk perdagangan dan jasa deret, dimana penggunaan tanah 

tersebut kemungkinan telah ada terlebih dahulu sebelum kajian RDTR dan 

Peraturan Zonasi BWP Sedayu ini dibuat. Sementara itu, penggunaan tanah 

yang tidak sesuai lainnya berupa penggunaan tanah untuk perkampungan 

yang terletak di dalam arahan pola ruang aneka industri sudah tidak 

memungkinkan untuk dirubah, namun penggunaan tanah eksisting untuk 

industri di desa ini sendiri masih belum dimanfaatkan secara optimal jika 

dibandingkan dengan luasan arahan kawasan aneka industri yang ada pada 

RDTR.  
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3. Bahwa dengan ketersediaan peta tematik bidang tanah di Kantor-Kantor 

Pertanahan maka sudah saatnya untuk penyusunan RDTR dan peraturan 

zonasi dibuat berbasis bidang tanah, sehingga penggunaan/pemanfaatan 

tanah akan lebih pasti dan akurat.  

B. Saran  

1. Peta Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah dan Rencana Detail Tata 

Ruang yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian izin di bidang tata 

ruang dan pertanahan hendaknya dapat dipercepat proses penetapannya 

sehingga kajian-kajian seperti ini dapat lebih banyak dilakukan lagi, dan 

hasilnya sekiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai dasar dalam 

pengembangan analisis pemberian izin pemanfaatan ruang, dan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan 

ruang. Dengan tersedianya peta penggunaan tanah berbasis bidang ini maka 

alangkah lebih baik lagi jika penyusunan RDTR dan peraturan zonasi 

berbasis bidang tanah sehingga arahan penggunaan tanah lebih pasti dan 

akurat. 

2. Rekomendasi arahan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk 

mendukung pengendalian pemanfaatan ruang pada Desa Argodadi 

berdasarkan hasil penelitian ini yakni dapat berupa penetapan regulasi 

RDTR menjadi peraturan perundang-undangan. 

3. Antisipasi yang dapat dilakukan terhadap penggunaan tanah yang tidak 

sesuai di Desa Argodadi yakni dengan melakukan perubahan arahan pola 

ruang pada RDTR untuk subzona aneka industri yang belum dimanfaatkan 

secara optimal, yang jika dilihat dari potensi wilayah dan masyarakat desa 

ini lebih cocok dikembangkan untuk kawasan pertanian. Hal ini dapat 

dilakukan untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian penggunaan tanah 

dengan rencana tata ruang kedepannya. 
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